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Reformasi Regulasi adalah perubahan-\
perubahan yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas regulasi, baik
secara individual maupun integral
dalam suatu sistem regulasi yang
komprehensif dan utuh.

REFORMASI

Strategi Nasional Reformasi Regulasi,
Bappenas, 2015.
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Indonesia memiliki lebih dari 150.000 regulasi dan masih banyak regulasi yang tidak terdeteksi oleh para pembuat kebijakan.
Pada saat ini proses identifikasi dan inventarisasi masih terus dilakukan
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Kewenangan dalam proses pembentukan regulasi tersebar di 4 Kementerian dan 1 Lembaga di tingkat Nasional dan secara khusus ada di setiap
Pemerintah Daerah pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sinkronisasi dengan

Minimnya proses sinkronisasi dan pemangku kepentingan Integrasi Proses
Lo, harmonisasi pembentukan regulasi lainnya dalam pembentukan Monitoring dan Evaluasi
di setiap K/L dan Pemda regulasi

Lemahnya sinergi kebijakan dan
regulasi. Monitoring dan Evaluasi
serta Impact Assessment

Perencanaan regulasi tidak

“{E%' didukung dengan analisis kebijakan LEMBAGA

= yang mendalam serta evidence PENGELOLA
based approach REGULASI
Lemahnya Peran Kelembagaan dan e
Minimnya Penguatan Sistem Pendukung P
Regulasi kurang dinamis dalam Akses dan Partisipasi Penguatan Harmonisasi
mengakomodasi perkembangan Publik dalam Proses dan Sinergitas Kebijakan
teknologi / kebutuhan sosial masyarakat Pembentukan Regulasi Dan Regulasi
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Bantuan Artificial intelligence menghubungkan data terkait kebijakan dan regulasi yang ada, dengan cara visioner untuk
membantu sinergi kebijakan dan regulasi

Kebijakan
dan Regulasi .

V)

KRISNA
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Sinergi Kebijakan Klasifikasi Regulaasi QKo‘reIasi Regulasi

J dan Regulasi

Menghubungkan kebijakan dengan peraturan Klasifikasi peraturan perundang-undangan yang Menghubungkan peraturan perundang-undangan
yang ada untuk memberikan pemahaman dalam mendalam dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam proses harmonisasi dan mengidentifikasi
pembuatan kebijakan, pemantauan, dan proses evaluasi dan Pemerintah Daerah regulasi yang bertentangan
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